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Abstract: This article seeks to reveal the problems and impacts that arise in the regulation of Law No. 9 of 1998 about The Freedom of Opinion Publicly. That, because, found many violations that occurred in the implementation of the freedom of opinion publicly. Using a juridical approach, prioritizing secondary data, and juridical-qualitative analysis with deductive logic, are identified as having two main problems. These two problems, are the inconsistencies between Law No. 9 of 1998 and legislation about freedom of expression, and the absence of implementing regulations. Both problems also cause negative impacts. The problem of unsynchronization has the effect of overlapping regulations, while the problem of the absence of implementing regulations has an impact on the legal vacuum, which in turn provides an opportunity for the emergence of various legal interpretations.
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Abstrak:Artikel ini berupaya mengungkapkan problem dan dampak yang timbul, dalam pengaturan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal itu, dikarenakan, ditemukan banyak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, pengutamaan data skunder, dan analisis yuridis-kualitatifdengan logika deduktif, diimpentarisasi adanya dua problem utama. Kedua problem tersebut, ialah adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan berekspresi, dan adanya kekosongan peraturan pelaksana. Kedua problem tersebut juga menimbulkan dampak-dampak negatif. Problem ketidaksinkronan memberikan dampak adanya tumpang tindih pengaturan, sementara problem kekosongan peraturan pelaksana memberi dampak pada kekosongan hukum, yang pada akhirnya memberi peluang munculnya berbagai interpretasi hukum.
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